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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan 

di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini 

masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi 

dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan 

masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan 

cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk 

menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum 

(pemilu). Keterlibatan Rakyat dalam perumusan kebijakan dapat 

direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
1
 

Oleh karena itulah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-

hak yaitu hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak bertanya, hak 

budget, dan hak angket. Dimana hak interpelasi adalah hak untuk meminta 

keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting 

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara.
2
 

Sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang 
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berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat 

adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan 

interpelasi dan hak angket, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian 

luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional.
3
 

Salah satu dalam melaksanakan fungsinya, baik DPR maupun DPRD 

yang mempunyai hak-hak diantaranya hak anggaran. Melihat pada beratnya 

tugas dalam melaksanakan fungsi legislatif, DPR dan DPRD harus benar-

benar mampu berperan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, 

melaksanakan tugas secara proporsional. Hal tersebut hanya dapat 

terlaksana dengan baik apabila setiap anggota legislatif ini bukan saja 

piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang 

cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, 

mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, 

penyusunan anggaran dan sebagainya.
4
  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
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dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 ( UU MD3 ).
5
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD 

kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik 

peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
6
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur 

pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi 

disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD 

Kabupaten/Kota. Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 Fungsi 

dalam menjalankan tugasnya diantaranya :
7
 

1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah 

bersama-sama Kepala Daerah ; 

2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan 

dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ; 
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3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, 

Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Dimana  Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran. Fungsi 

anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk 

menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemeritah daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah dan juga mencerminkan program 

kegiatan tahunan pemerintah daerah. 

Dari latar belakang diatas memberikan gambaran bagaimana suatu 

Negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna 

Mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembagian kekuasaan dalam 3 

lembaga yakni lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dapat 

melaksanakan suatu penyelenggaraan pemerintah guna terwujudnya cita cita 

bangsa yang Merdeka, Berdaulat, Adil dan makmur.
8
  Kemudian penulis 

berupaya untuk menjelaskan melalui peran badan legislatif dalam 

melaksanakan fungsi anggarannya Fungsi penganggaran merupakan salah 

satu fungsi terpenting dari DPRD, sehingga para anggota DPRD perlu 
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memahami penyusunan dan penetapan RAPBD menjadi APBD pada setiap 

kabupaten/kota. Karena itu Peran DPRD Kab / Kota dalam hal 

penganggaran sangatlah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan 

Masyarakat di daerah, Tujuan fungsi penganggaran bagi pemda, APBD 

merupakan instrumen pemenuhan tanggungjawab pemerintahan sebagai 

kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Kondisi ini akan semakin 

relevan ketika Bupati dipilih secara langsung. Tujuan fungsi penganggaran 

bagi DPRD, APBD lebih bersifat politis dimana setiap pilihan program yang 

disetujui dalam APBD harus memperhatikan preferensi para pemilihnya.
9
 

Melihat tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing institusi tersebut di 

atas telah menunjukkan bahwa, peran DPRD dalam fungsi anggaran 

berorientasi politis yang harus memperhatikan janji ketika kampanye pemilu 

legislatif, dimana semua caleg yang telah terpilih menjadi legislator daerah 

harus mengakumulasi kepentingan pemilih dalam wilayah pemilihannya 

dengan program/usulan bidang kegiatan yang tercantum dalam usulan 

RAPBD.
10

 Sebagai tindak lanjut dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi 

anggaran segi belanja dan pembiayaan, untuk itu penulis akan memberikan 

penjelasan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Semarang  Alasan inilah yang mendasari penulis untuk 

menyusun skripsi ini yang berjudul “PERAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKSANAKAN 

FUNGSI ANGGARAN”. 
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1.2. Perumusan Masalah  

1) Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Semarang ?   

2) Apa sajakah kendala yang di alami oleh DPRD Kota semarang dalam 

melaksanakan fungsi Anggaran ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

upaya DPRD Kota Semarang sebagai lembaga Legislatif daerah dalam 

kaitannya melaksanakaan fungsi anggaran melalui pola-pola penyerapan 

aspirasi masyarakat. 

 

1.4. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Di Harapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh 

mengenai bagaimana peran dan fungsi DPRD khususnya DPRD Kota 

Semarang dalam melaksanakan fungsi anggaran. 

2) Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan bagi peneliti khususunya dan bagi masyarakat pada 

umumnya. 
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1.5. Kerangka Teori 

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran 

berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan empirik. Kajian teori sebagai 

dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau 

buku rujukan. Teori-teori yang diambil harus relevan. Relevan dengan 

permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul 

atau sub judul yang ditulis pada kajian teori. 

a. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD 

kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, 

anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana tersebut 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.
11

 

b. Fungsi Anggaran adalah membahas dan memberikan persetujuan 

rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
12
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1.6. Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan Metode deskriptif yang dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat 

berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya Metode 

pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan 

fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

(problem-solution).
13

 

b. Jenis data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri dari: 

a) Data Primer 

Bahan Hukum Primer 

Data primer merupakan data sosiologis yang diperoleh melalui 

penelitian oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan judul skripsi 

penulis dan dapat menjawab persoalan mengenai rumusan masalah 

yang terdapat di dalam skripsi penulis.   
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b) Data sekunder 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

2)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah 

4)Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan 

Daerah 

5)Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

6) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 

7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang No 

1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan perwakila Rakyat Daerah 

Kota Semarang 

   

                 c)  Data Tersier 

Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
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pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan 

hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 
14

 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan 

di dalam penelitian hukum adalah:
15

 

- Pendekatan undang-undang  

- Pendekatan kasus 

- Pendekatan Sejarah 

c. Metode Analis Data  

Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya tentang Metode 

Penelitian Hukum yaitu setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan 

lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis 

data.
16

 Lalu menurut Bambang Waluyo, data penelitian ini dianalisis 

dengan dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif 

Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan 

semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang 

telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan 
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yang berlaku.
17

 Kemudian pada tahap akhir dibentuk sebuah 

kesimpulan tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam Empat bab, yakni 

Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV . Dari bab-bab tersebut kemudian 

diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun 

berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan 

penelitian ini. Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai 

berikut : 

1) Judul:PERAN DPRD KOTA SEMARANG DALAM 

MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN  

2) BAB I: PENDAHULUAN, merupakan penjelasan awal yang berisi 

tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan hasil penelitian, dengan demikian diharapkan 

penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal-hal 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3) BABII: TINJAUAN PUSTAKA, merupakan uraian sistematis bahan 

pustaka yang akan dijadikan kerangka teori pada tipe penelitian hukum 

empiris, dan atau akan dijadikan bahan hukum utama pada tipe 

penelitian hukum normatif. 
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4) BAB III: METODE PENELITIAN, merupakan uraian tentang tata 

cara yang ditempuh     dalam     melakukan     penelitian     sebagai     

bentuk pertanggungjawaban ilmiah, yang memuat tentang : tipe 

penelitian, bahan penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian, 

serta pengolahan dan analisis bahan penelitian. 

5) BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran seperlunya  


